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ABSTRAK 

 Pada tanggal 31 Desember 2018 diundangkan Perda Kabupaten Gresik No 12 

Tahun 2018 tentang BPD yang dikeluarkan oleh Bupati Gresik, yang menjadi awal 

baru bagi birokrasi BPD di Kab Gresik dalam mereformasi tugas, hak, dan 

kewajibannya dalam ranah pengukuhan legalitas, karena dalam mengurus suatu desa 

tidak cukup hanya satu birokrasi yang bergerak, setidaknya ada pengawasan yang 

dapat menegakkan hak-hak masyarakat supaya terpenuhi sebagaimana mestinya, 

sehingga kesejahteraan dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu 

penelitian ini akan terfokus pada pelaksanaan kewenangan monitoring dan evaluasi 

BPD terhadap kinerja Kepala Desa menurut Perda No 12 Tahun 2018 tentang BPD 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan di Desa Kemangi 

Kec Bungah Kab Gresik, yang bertujuan untuk menjelaskan tugas BPD selaku badan 

legislatif desa dalam ranah monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 

di Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik. Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dengan ketua BPD dan masyarakat, yang dilanjutkan dengan pengamatan 

(observasi) dari hasil kinerja Pemerintahan Desa, dengan diperkuat hasil dokumentasi 

yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Empiris, yaitu 

metode yang digunakan untuk melihat sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan 

berlaku secara efektif dan mengkolaborasikannya dengan fakta yang ada di lapangan, 

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan khususnya mentelaah kewenangan 

BPD dalam ranah monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, penelitian ini 

menggunakan teori Maslahah Mursalah sebagai bentuk analisis dalam sudut pandang 

kaidah Islam. Teori Maslahah Mursalah digunakan untuk mentelaah unsur-unsur 

kemaslahatan atas kewenangan BPD dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, 

sehingga dua teori ini saling berkesinambungan.   

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan BPD terkait 

monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan Perda No 12 tahun 2018, hal itu dapat 

dibuktikan dengan adanya fasilitas umum yang memadahi dan terealisasinya 

Peraturan Desa yang telah tersusun. serta dengan adanya BUMDes, sehingga unsur 

kemaslahatan bagi masyarakat telah terpenuhi. Maka dari itu secara umum 

kewenangan BPD di Desa Kemangi sudah memenuhi unsur yang termaktub dalam 

Perda No 12 tahun 2018 dan telah memenuhi prinsip Maslahah Mursalah. 

 

Kata kunci: Peraturan Daerah, Kewenangan, dan Maslahah Mursalah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 
A. KonsonanTunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alīf Tidak dilambangkan ا
Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ b be ب

 Ta’ t te ت

 ṡa’ ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jīm j je ج

 Hâ’ h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ kh ka dan ha خ

 Dāl d de د

 Żāl ż ذ
ze (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ r er ر

 Za’ z zet ز

 Sīn s es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Sâd ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

  Tâ’ ṭ ط
te (dengan titik 

dibawah) 

 Zâ’  ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
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 ‘  Aīn‘ ع 
Koma terbalik 

diatas 

 Gaīn g ge غ 

 Fa’ f ef ف 

 Qāf  q qi ق

 Kāf  k ka ك 

 Lām  l ‘el ل

 Mīm  m ‘em م

 Nūn  n ‘en ن 

 Wāwu w w و

 Ha’ h ha ه

 Hamzah  ‘ apostrof ء

 Ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulisrangkap 
 

 Ditulis Muta’addidah ةَمُتعََدِّدََ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة

 

C. Ta’ Marbūtah di akhirkata 

1. Bila ta’ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata kata 

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, 

zakat dan sebagainya. 

 Ditulis ḥikmah حِكْمَة

 Ditulis Jizyah جِزْیةََ
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2. Bila ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā ولياءَكرامةَالا

3. Bila ta’Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ,kasraḥ dan dâmmah 

 

ditulis t 

 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زكاَةَاَلفطرَ

 

 
D. Vokal Pendek 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

fatḥaḥ 

 

 
Kasrah 

 

 
ḍammah 

Ditulis 

 

 
Ditulis 

 

 
Ditulis 

A 

 

 
I 

 

 
U 

 

E. Vokal Panjang 
 

1 
fatḥaḥ+alif 

 جاَهليةَ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

 
2 fatḥaḥ+ya’ mati 

 تنَْسَى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 
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3 Kasrah+ya’ Mati 

 كَرِیْم

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

 
4 ḍammah+wawu mati 

 فُرُوضَ

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 

 
F. Vokal Rangkap 

 

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 بَيْنَكمَُْ

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

 
2 

fatḥaḥ+wawu mati 
 قَوْل

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 
G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 

dengan tanda apostrof (‘) 

 Ditulis a’antum أ  أ  نْتمُ 1

 Ditulis La’in syakartum لئن شكر تم 2

 
 

H. Kata SandangAlīf + Lām 

1. Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis denganal. 

 Ditulis Al-Qur’ān لْقُرْآن أ  

 Ditulis Al-Qiyās آلْقِی اس 

2. Bila kata sandang Alīf+Lāmdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
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huruf l (el)-nya. 

 

ا ء ا    Ditulis as-Samā لسَّم 

 Ditulis as-Syams الشمس 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

  Ditulis ذوي الفروض

  Ditulis اهل السنة

 

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

J. Huruf Kapital 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan 

(EYD). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Desa merupakan entitas terkecil dari suatu negara yang bersistem 

disentralisasi atau yang biasa disebut pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat 

dengan bertujuan untuk menjangkau hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah 

dalam ranah desa sekalipun,1 oleh karena itu BPD salah satu lembaga desa yang 

diberikan mandat dari sistem disentralisasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat 

ditingkat desa dengan cara mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang 

bertujuan untuk memperoleh aspirasi demi pengembangan desa yang lebih baik 

kedepannya.2 

 Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa sebagai elemen 

yang penting dalam suatu negara yang bersifat desentralisasi, dengan adanya 

pemerintahan desa dapat mengatur semua wilayah dan batas-batasnya dengan mudah, 

setiap wilayah mempunyai kultur dan budaya yang berbeda-beda, maka dari itu 

semua perangkat desa harus memiliki sifat nasionalisme untuk beradaptasi dengan 

kultur daerah yang dipimpinnya, termasuk BPD yang anggotanya merupakan wakil 

 
 1 Abdullah, Efektifitas pengawasan BPD terhadap transparasi dana desa di desa 

pangkalan kecamatan Langkaplancar kabupaten pangandaran, Skripsi, (Yogyakarta: UIN, 

2017), hlm.1. 

 2 Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang BPD, Pasal 62 huruf (a), Bagian Hukum Setda, (Kab 

Gresik, Tahun 2019), hlm.38. 
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dari penduduk desa yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang diperkuat 

dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 56 ayat (1).3 

  Pelaksanaan BPD sendiri mempunyai beberapa tata tertib yang harus dipatuhi 

dalam menyambung lidah rakyat, dengan tujuan lebih komprehensif dan progresif 

dalam penanganan setiap problem yang dialami mayarakat desa, maka dari itu BPD 

mempunyai kewenangan sejajar dengan kepala desa dan mempunyai korelasi yang 

begitu penting dalam menjalankan roda regulasi desa untuk kemaslahatan 

masyarakat.4 Keberadaan sebuah desa memiliki kultur yang berbeda-beda sejalan 

dengan adanya otonomi daerah yang terbentuk dari sudut pandang tradisi dan asal 

usul budaya, sehingga terbentuklah otonomi daerah yang idealis yang sejalan dengan 

kultur masyarakat, sehingga bisa merealisasikan keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat setempat.5   

 Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang 

dipilih secara demokratis oleh penduduk dan secara legalitas berhak menampung dan 

menyuarakan aspirasi masyarakat melalui Perda No 12 Tahun 2018 yang diperuat 

dengan adanya PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 (sesuai studi kasus penelitian). 

Regulasi desa sendiri merupakan prodak kolaborasi kepala desa dan Badan 

 
 3 CST Kansil et.al., Hukum Administrasi Daerah  (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 

87.   

 4 Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang BPD, Pasal 1 ayat (10), Bagian Hukum Setda, (Kab 

Gresik, Tahun 2019), hlm. 6. 

 5 Somadi Al Faqih, Fungsi badan permusyawaratan desa dalam  penyusunan dan penetapan 

peraturan desa (studi di desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes),  Skripsi (Yogyakarta: 

UIN, 2013), hlm. 2 dan 3. 
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Permusyawaratan Desa dengan sistematika yang telah diatur untuk hal-hal yang 

strategis dalam menunjang masyarakat desa kedepannya, seperti BUMDes yang 

memiliki legitimasi dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dengan 

tujuan kemakmuran dalam kemandirian yang produktif bagi masyarakat desa demi 

menuai kesejahteraan.6  

 Badan Permusyawatan Desa dalam hal kewenangannya meliputi transparansi 

dana, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan kepala desa dan 

harus dilaporkan setiap tahun atau dalam beberapa dekade tertentu oleh kepala desa, 

serta pemerintah desa wajib menyebarkan secara tertulis dipenghujung akhir tahun 

terhadap penyelenggaraan yang telah dibuat kepeda masyarakat desa untuk menjamin 

transparansi dana desa yang telah terpakai.7 dalam penelitian ini berfokus pada 

pelaksanaan tugas BPD dalam kewenangannya di Desa Kemangi dalam ranah 

monitoring dan evaluasi tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang 

lebih terjamin. 

 Perda Nomor 12 Tahun 2018 pasal 44 ayat (1) menegaskan, bahwa “BPD dan 

Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan 

BPD atau Kepala Desa”, dalam pasal ini sudah cukup jelas untuk menjelaskan 

korelasi kewenangan masing-masing aparatur Desa dalam ranah penyepakatan 

regulasi. 

 
 6 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1),(4),(7). 

 7  Pasal 27 huruf (c), (d). 



4 
 

 
 

 Regulasi yang disepakati akan berdampak pada masyarakat yang dinaunginya, 

salah satunya pelaksanaan pembangunan fasilitas umum yang termaktub pada Pasal 

51 huruf (b) yang menegaskan, bahwa “BPD berhak menyatakan atas 

penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelaksanaan 

pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”, dalam hal ini menjelaskan 

aspek pembangunan telah diatur dalam regulasi dan BPD mempunyai wewenang 

dalam merealisasikan rancangan regulasi dan pelaksanaan pembangunan, selanjutnya 

BPD berwenang melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Kepala 

Desa yang diatur dalam pasal 52 ayat (1), bahwa “BPD melakuakan pengawasan 

melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa”, dan dalam 

menjalankan tugasnya BPD berhak menggunakan dana yang bersumber dari APBDes 

untuk keperluannya, hal ini telah diatur dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) yang 

menegaskan bahwasannya “BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber 

dari APBDesa” dan “Biaya operasional digunakan untuk dukungan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi BPD”, dari semua pasal yang terpapar, BPD dan 

Kepala Desa mempunyai semua aspek korelasi yang erat dalam menjalankan tugas-

tugasnya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2018 Kabupaten Gresik, khususnya dalam 

poin-poin pasal yang telah dipaparkan.8 

 

 
 8 Bagian Hukum Setda, Sosialisasi Peraturan Daerah  (Kab Gresik, Tahun 2019),  hlm. 29, 

33, 34. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berkaitan dengan uraian diatas, peneliti mengambil poin-poin dari rumusan 

masalah yang akan dibahas : 

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan monitoring dan evaluasi BPD 

terhadap kinerja Kepala Desa menurut Perda Nomor 12 Tahun 2018 

tentang BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Kemangi Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana bentuk kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap 

kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Kemangi Kabupaten Gresik ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah? 

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu peneliti merumuskan tujuan 

yang hendak dicapai, dan tujuan penelitian ini sebagai berikut; 

1. Menjelaskan pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam 

memonitoring dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang bermuara pada 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Menjelaskan bentuk kewenangan BPD dalam monitoring dan evaluasi 

kinerja Kepala Desa dalam sudut pandang teori Maṣlaḥah mursalah. 

Adapun kegunanaan penelitian ini sebagai berikut; 

1. Kegunaan Teoritik 
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Peneliti berharap dikemudian hari tulisan ini bisa menjadi kontribusi 

pemikiran dikalangan akademisi untuk mengembangkan wawasan dalam 

bermasyarakat dilingkup desa dan bisa memahami tugas dan wewenang aparatur desa 

secara proposional, akademisi juga bisa menjadikan tulisan ini sebagai bahan rujukan 

khususnya dibidang Hukum Tata Negara. 

2. Kegunaan Praktis 

 Peneliti berharap pemerintah desa menjalankan tugas sesuai porsi yang telah 

diatur dan mematuhi regulasi yang ada sehingga tidak ada masalah tumpang tindih 

dalam menjalankan tugasnya, dan peneliti juga berharap banyak para akademisi yang 

berminat mengembangkan penelitian tentang desa yang disinggahi, sehingga semakin 

banyak wawasan mengenai rujukan regulasi desa yang setiap saat bisa berubah, 

karena penelitian ini mengacu pada sebait kata “dimana bumi dipijak, disitulah langit 

dijungjung”. 

D. Telaah Pustaka 

 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, memang cukup banyak 

pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa tetapi objek dan literatur yang 

digunakam berbeda-beda, sehingga demi menunjang keabsahan penelitian ini, 

Peneliti mempunyai beberapa rujukan karya ilmiah yang berada pada poros yang 

sama yakni mengenai Badan Permusyawaran Desa, diantaranya: 
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 Abdullah dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas pengawasan BPD 

terhadap transparasi dana Desa di Desa pangkalan kecamatan Langkaplancar 

kabupaten pangandaran”, dalam skripsi ini secara tidak langsung membahas salah 

satu kewenangan BPD dalam melaksanakan tugasnya, hal ini membuktikan 

bagaimana pentingnya peran BPD ditengah masyarakat Desa untuk menuai 

problematika kesejahteraan dalam taraf ekonomi yang kurang produktif dalam 

pengelolaan APBDes yang telah dikucurkan kabupaten ke Desa baik itu program 

BUMDes ataupun program-progran lainnya yang dirancang pemerintah Desa, dan 

pertimbangan peniliti memilih rujuakan ini adalah untuk melengkapi bagian yang 

belum terurai dalam kewenangan BPD, transparasi dana Desa sangatlah penting 

bagi para akademisi dalam bentuk sosilisasi terhadap masyarakat awam, bahwa 

regulasi sangatlah jelas tercantum dalam undang-undang Desa No.6 tahun 2014, 

apalagi APBDes yang dikucurkan pemerintah pusat tahun demi tahun semakin 

banyak.9 

 Somadi Al Faqih dalam skripsinya yang berjudul “Fungsi badan 

permusyawaratan Desa dalam  penyusunan dan penetapan peraturan Desa (studi di 

Desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes)”, dalam skripsi ini 

memberikan gambaran bagaimana korelasi BPD dan kepala Desa menyelesaikan 

regulasi untuk diterapkan dalam masyarakatnya, tapi kembali lagi kepada objek Desa 

 
 9  Abdullah, Efektifitas pengawasan BPD terhadap transparasi dana desa di desa 

pangkalan kecamatan Langkaplancar kabupaten pangandaran, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2017), hlm.19. 
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yang diteliti, karena entitas sebuah Desa memilik keanekaragaman budaya dan tradisi 

yang berbeda-beda disitulah regulasi harus beradaptasi terhadap lingkungan yang 

dinaunginya, dan peneliti mengambil rujukan ini karena ada keterikatan dalam 

kewenangan BPD dalam menuai karakteristik karya yang akan diwujudkan peneliti.10 

 Roy Mahdi dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan kerja antara kepala 

Desa dan BPD perspektif siyasah dusturiyah dalam mengelola dana Desa (Studi 

kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kab Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan)”, dalam skripsi ini membahas tentang aspek pengelolaan dana 

Desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang lebih sejahtera dengan cara 

melakukan pembangunan infrastuktur ataupun pengalokasian untuk BUMDes yang 

nantinya dikelola masyarakat melalui korelasi yang terikat antara BPD dan Kepala 

Desa. Skripsi ini juga salah satu rujukan peneliti untuk bahan penelitian dilapangan 

melalui tulisannya dalam strata kewenangan BPD dalam kinerja Kepala Desa 

menurut regulasi yang tertulis, dan mengulik fakta-fakta yang ada dilapangan selama 

periode BPD dan Kepala Desa berlangsung. 11 

 Muhammad Shinwanuddin dalam Tesisnya yang berjudul “Kewenangan 

Kepala Desa dalam penyususnan peraturan desa menurut Undang-Undang No.6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo 

 
 10 Somadi Al Faqih, Fungsi badan permusyawaratan desa dalam  penyusunan dan penetapan 

peraturan desa (studi di desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes), Skripsi (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.23. 

 11 Roy Mahdi, Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD perspektif siyasah dusturiyah 

dalam mengelola dana Desa (Studi kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kab 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan), Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm.20. 
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Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”, dalam tesisnya membahas 

kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan PerDes dan pengimplementasinnya 

yang berpotensi terhadap eksistensi Pemerintahan Desa, dan tujuan peneliti untuk 

memaparkan permasalahan yang dianggap belum efektif antara legislator dan 

eksekutor yang terjadi di Desa Demangan sementara ada relevansi PerDes antara 

Desa Demangan dan Desa Kedungrejo yang mengacu pada Undang-Undang No.06 

Tahun 2014 Tentang Desa yang secara tidak langsung melibatkan peran BPD dalam 

penyerapan dan penyaluran aspirasi, ia juga memakai beberapa konsep diantaranya 

yaitu konsep kewenangan dan hierarki Perundang-Undangan, Konsep kepemimpinan, 

konsep pemerintahan desa, dan konsep good governance. Tesis ini menjadi salah satu 

rujukan peneliti dalam meningkatkan efektifitas antara Kepala Desa dan BPD dalam 

ranah pembentukan regulasi yang lebih menyentuh dalam problem yang dirasakan 

masyarakat dan nantinya menjadi penunjang untuk kesejahteraan masyarakat.12 

 Umarwan Sutopo, dalam Tesisnya yang berjudul “Kedudukan dan Fungsi 

BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (analisis Hukum 

positif dan maslahah mursalah terhadap pelaksanaan kedudukan dan fungsi BPD 

Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”, dalam Tesisnya 

memaparkan bahwa BPD Desa Karang Patihan dalam menjalankan kedudukan dan 

fungsinya terkait penyerapan dan penyaluran aspirasi yang kurang maksimal, hal ini 

 
 12 Muhammad Shinwanuddin , Kewenangan Kepala Desa dalam penyususnan peraturan desa 

menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Demangan dan Desa 

Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk), Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 

2018), hlm.24. 
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dikarenakan rendahnya aspirasi masyarakat yang terakomodasi oleh Pemerintahan 

Desa. Tesis ini menjadi salah satu rujukan peneliti kerena adanya relevansi dalam hal 

penyerapan dan penyaluran aspirasi yang dilakukan BPD untuk dapat terakomodasi 

dengan baik oleh Pemerintah Desa.13 

 Muhammad Hamdan Yuwafik, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung 

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”, dalam skripsinya mengulas tentang kinerja 

BPD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi yang telah sesuai dengan prinsip 

good governance (pemerintahan yang baik), hal itu dapat dibuktikan melalui peran 

legislator, transparasi, adanya mediator (penyerapan dan penyaluran aspirasi), dan 

telah melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa. Skripsi ini menjadi salah satu rujukan peneliti karena adanya korelasi 

yang ditekankan dalam membentu pemerintahan yang lebih baik (good governance) 

yang secara tidak langsung menuai kewenangan dalam penyerapan, penyaluran dan 

pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.14 

 Ika Arsa Ramadiana, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi dana 

desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar Kecamatan Taman 

 
 13  Umarwan Sutopo, Kedudukan dan Fungsi BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 

2014 Tentang Desa (analisis Hukum positif dan maslahah mursalah terhadap pelaksanaan kedudukan 

dan fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo),Tesis (Surabaya, UIN 

Sunan Ampel:2015),hlm.63. 

 14 Muhammad Hamdan Yuwafik, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong 

good governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Skripsi (Surabaya, 

UIN Sunan Ampel:2019),hlm.11. 
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Kabupaten Sidoarjo”, dalam skripsinya mengulas mengenai implementasi dana desa 

secara administratif dengan berlandaskan regulasi yang berlaku, dalam hal ini peneliti 

mengambil relevansi dari penerapan dana desa untuk pembangunan, dan letak 

korelasi dengan penelitian ini yakni implementasi APBDes yang lebih produktif yang 

berdampak pada kemaslahatan masyarakata dengan dukungan teori-teori yang 

dipakai penulis (Ika Arsa Ramadiana).15 

 Penelitian ini dilakukan berlatar belakang keresahan peneliti, yang mencari 

letak kewenangan BPD dalam struktur pemerintah Desa, dalam hal ini peneliti 

menekankan pada aspek monitoring kinerja Kepala Desa, yang nantinya ada korelasi 

antara BPD dan Kepala Desa mengenai pembahasan regulasi dan evaluasi yang 

sebelumnya telah diproses oleh BPD beserta anggotanya dalam ranah tugas BPD 

melalui penyerapan dan penyaluran aspirasi. 

E. Kerangka teori 

 Ada dua konsep kunci yang dijadikan sebagai kerangak teori dalam penelitian 

ini, kedua konsep kunci itu adalah kewenangan dan maslahah mursalah.  

1. Teori Kewenangan 

 Secara yuridis kewenangan dimaksudkan sebagai kemampuan atau kekuasaan 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat 

 
 15 Ika Arsa Ramadiana, “Implementasi dana desa dalam  meningkatkan pembangunan desa di 

Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,” Skripsi, (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2020), 

hlm.26. 
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hukum.16 Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu kewenangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa, maka kewenangan yang 

dimaksud adalah kewenangan BPD dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja 

Kepala Desa menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD. 

Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam literature kajian 

Hukum Tata Negara. Begitu pentingnya F.A.M Stroink Dan J.G Steenbeek 

menyebutkan kewenangan merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara. 

Kewenangan biasanya diistilahkan dengan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda dan 

“authority” dalam bahasa Inggris. Authority dalam Black’s Law Dictionary 

diterjemahkan sebaga Legal Power; a rigtht to command or to act; the right and 

power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope 

of their public duties. (Kewenangan merupakan kekuasaan hukum, hak untuk 

memerintah atau bertindak; sebagai pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum 

dalam ranah pelaksana kewajiban pelayan publik/masyarakat). 

Berdasarkan pengertian tersebut, Max Wiber mengemukakan bahwa 

kekuasaan yang berkaitan dengan hukum merupakan kewenangan yang rasional atau 

legal, yakni wewenang yang berlandaskan hukum dan merupakan suatu kaida yang 

telah diakui oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara. Kekuasaan memiliki 

makna wewenang, hal itu identik karena pengacuannya pada sistem negara yang telah 

 
 16 Indrohato, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, 

Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 

hlm.65.  
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terbangun sejak dulu yang dikenal dengan trias politica (Eksekutif, Legislatif, dan 

Yudikatif) yang merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan suatu yang 

esensial dari berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan, di samping itu ada beberapa 

unsur dan tujuan dari kekuasaan, yaitu: Kewenangan, Keadilan, Hukum, 

Kebijaksanaan, Keadilan, Kejujuran, dan Kebajikan.17 

Menurut Philipus M.Hadjon dalam Hukum Tata Negara kewenangan sebagai 

konsep hukum yang mencangkup sekurang-kurangnya tiga kopenen, yaitu: dasar 

hukum, pengaruh komoditas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan 

konformitas hukum yang bersifat umum (semua jenis wewenang) dan bersifat khusus 

(jenis kewenangan tertentu), ketiga komponen tersebut bermuara pada asas legalitas 

yang merupaka salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

didasarkan pada hukum. Dengan kata lain setiap pemnyelenggaraan pemerintahan 

harus memiliki legalitas, yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-

Undang. Dengan demikian, asas legalitas merupakan kemampuan wewenang dalam 

melakukan suatu tindakan hukum tertentu.18 

2. Teori Maslahah Mursalah 

 Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata kerja bahasa Arab, 

yaitu maslāhah dan mursalah. Kata pertama, Maslāhah berasal dari ( یَصْلحَََُُ-صَلَحََ ) 

menjadi (صُلْحًا) atau (ًَمَصْلَحَة) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata 

 
 17 Nanang Nugraha, Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah 

(Bandung; PT Refika Utama,  Oktober 2013), hlm.24.  

 18 Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan&Jabatan (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017), hlm.53. 
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maslahah juga disebut dengan (َْالَِاسْتِصْلاَح) yang artinya mencari yang baik, kata yang 

kedua, Mursālah yang merupakan bentuk isim maf’ul dari fi’il madhi dalam bentuk 

tsulasi, yang merupakan kata (ََرَسَل), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, 

sehingga menjadi (ََارَْسَل). Maslahah mursalah dibutuhkan sebagai teori karena 

menyangkut kemaslahatan regulasi yang telah diterapkan dimasyarakat, maslahah 

mursalah merupakan semua kebaikan yang ingin dilindungi dan dicapainya untuk 

mengihindari kemadharatan (mafsadat) dalam diri dengan menyesuaikan kultur 

dizaman tersebut, maslahah sendiri merupakan syara’ ushul fiqh dengan kata lain 

semua aturan fikih harus mengandung kemaslahatan bagi umat manusia tanpa 

terkecuali. 

 Maslahah Mursalah menurut Mushtafa Zayd harus mengandung tiga hal, 

pertama maslahat tersebut tidak disandarkan dengan hawa nafsu yang semata-mata 

untuk kepentingan individual, kedua maslahat mengandung aspek positif dan 

negative yang berarti setiap kemudhratan pasti ada kemaslahatan, dan yang ketiga 

semua maslahat yang dilindungi syari’at secara langsung atau tidak pasti 

berhubungan dengan pemenuhan bathiniah dan lahiriah seperti pemenuhan agama, 

jiwa, akal, keturunan, harta, makanan, dan lain-lain.19 

 Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan 

kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. 

Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari 

 
 19 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah (Banda Aceh,KENCANA,2015), hlm. 36-38. 
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kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas, dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat 

yang menganjurkan kemaslahatan bagi semua umat tanpa terkecuali, salah satunya 

yaitu: 

نََٱلْمَُ َِقرَِیبٌَم ِ َرَحْمَتََٱللََّّ حِهَاَوَٱدْعُوهَُخَوْفاًَوَطَمَعاًََۚإِنَّ
 حْسِنيِنََوَلَاَتفُْسِدوُاَ۟فىَِٱلْأرَْضَِبَعْدََإصِْلََٰ

 Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.20 

F. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian merupakan suatu  rasio atau cakupan daerah yang diteliti, 

disini peneliti menggunakan metode field research (riset lapangan) dari data-data 

primer yang didapatkan dilapangan. Maka peneliti akan menggali langsung data dari 

intansi pemerintah Desa khususnya BPD dan kepala Desa untuk mengetahui 

kewenangan BPD dalam ranah pengayoman dibidang kesejahteraan masyarakat. 

2. Sifat penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mendeskripsikan dan 

menjelaskan secara objektif untuk mengambil kesimpulan secara umum dari perda 

 
 20 QS.Al A’raf  (7):56 
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yang akan dibahas mengenai kewenangan BPD guna menemukan fakta yang ada 

dilapangan untuk menjadi perbandingan dengan teori yang ada.21 

3. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis-Empiris, yaitu pendekatan 

yang dilakukan untuk melihat atau menganalis sejauh mana aturan atau hukum yang 

ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan Yuridis-Empiris merupakan 

pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif 

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

Hukum normatif yang dimaksud adalah Perda No 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam 

kaitan penerapannya dalam ranah menjalankan kewenangan monitoring dan evaluasi 

BPD terhadap kinerja Kepala Desa dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Desa 

Kemangi Kabupaten Gresik. Kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap 

kinerja Kepala Desa tersebut, selanjutnya, dianalis dengan kaidah hukum Islam, yaitu 

perspektif maslahah musrsalah.    

4. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan berhadapan 

muka secara langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada 

 
 21 Winarno Surakhman, Pengantar penelitian ilmiah : dasar, metode dan teknik (Bandung: 

Tarsito,1990), hlm.131. 
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peneliti.22 Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas tanpa pedoman, hanya melalui proses tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dan narasumber. 

b. Observasi 

 Observasi adalah metode pengamatan pengamatan yang dilakukan secara 

langsung dengan cara pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu 

atau kelompok dalam masyarakat atau lembaga.23 Observasi yang dilakukan di Desa 

Kemangi Kabupaten Gresik merupakan pengamatan langsung terhadap keadaan yang 

terjadi di desa tersebut, khususnya kondisi pemerintahan  desa yang terkait dengan 

tugas kewenangan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang terdapat di lokasi 

penelitian (lapangan). 

5. Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan 

analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 

dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah semua data dianalisis, selanjutnya akan 

 
 22 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.64.  
 23  Soetrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm.42. 
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ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola 

berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.24 

G. Sistematika pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang 

nantinya saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya. Rangkaian pembahasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua, berisi landasan teori yang menjadi penunjang hasil data lapangan 

yang diperoleh, yang berupa pendeskripsian teori kewenangan dan teori Maslahah 

Mursalah. 

 Bab ketiga, berisi data lapangan yang menjadi objek penelitian berupa profil 

desa yang mencakup geografi desa, demografi desa, kondisi ekonomi, kondisi sosial, 

dan struktur pemerintahan desa, serta pengertian kewenangan BPD menurut Perda 

No. 12 Tahun 2018 yang menjabarkan pengertian kewenangan, tugas, hak dan 

kewajiban BPD. 

 Bab keempat, berisi analisis yang merupakan deskripsi tentang subtansi perda 

No 12 tahun 2018 dalam perspektif maslahah mursalah, dan dalam bab ini 

 
 24 Ibid. 
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menjelaskan mengenai implikasi kewenangan BPD menurut Perda No 12 Tahun 2018 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, 

yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban inti dari 

rumusan masalah yang digunakan untuk memahami pokok rumusan masalah dan 

penyelesaiannya, adapun saran merupakan rekomendasi dalam bentuk rekonsiliasi 

masalah.



 
 

69 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan paparan yang telah dikemukakn oleh peneliti dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. BPD di Desa Kemangi Kabupaten Gresik merupakan BPD yang cukup baik 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kewenangan BPD di Desa 

Kemangi telah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan pedoman Perda 

No 12 Tahun 2018 Pasal 62 ayat (a-m), terutama dalam aspek monitoring dan 

evaluasi. Berpacu dari hasil wawancara dengan responden ketua BPD dan 

masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan karena dengan adanya data dan 

bukti otentik, seperti halnya BPD menjadwalkan pertemuan dengan 

masyarakata untuk melakukan pelaksanaan Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa (Musrenbang), BPD merancang dan menyepakati 

kebijakan bersama Kepala Desa, dan lainnya. 

2. Sedangkan dari aspek pembangunan fasilitas umum di Desa Kemangi 

Kabupaten Gresik dan partisipasi masyarakatnya sudah cukup aktif, kreatif 

dan produktif dalam hal pemanfaatan fasilitas yang disediakan, serta sikap 

masyarakat yang begitu sosialis terhadap sesamanya, maka dapat 

dikualifikasikan sebagai Desa Swasembada, karena masyarakat di suatu desa 

dapat dikatakan sejahtera dengan adanya pemukiman yang layak, aman, dan 

nyaman, serta dengan adanya kestabilan ekonomi. Semua itu hasil dari 
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korelasi BPD dan Kepala Desa mulai dari penyerapan, penyaluran, kesepakan, 

monitoring, dan evaluasi. Jika dilihat dari perspektif maslahah, kewenangan 

BPD di Desa Kemangi telah memenuhi konsep Maslahah al-mursalah, yang 

merupakan maslahah yang tidak ada dalam syara’ akan tetapi tidak pula 

ditolak oleh syara’ atau dianggap batil. Hal ini karena masih sejalan dengan 

kaidah-kaidah hukum yang masih dipegang teguh oleh mayoritas ulama’, 

seperti halnya menjalankan mekanisme administratif Pemerintahan Desa, 

sedangakan jika dilihat dari sudut laku sosial masyarakat serta lembaga-

lembaga yang ada di Desa Kemangi selaras dengan konsep Maṣlaḥah 

ḍarūriyyᾱh yang sampai saat ini masih melestarikan dan menjaga agama (hifż 

ad-dῑn), akal (hifż al-aql), keturunan (hifż an-nasl), jiwa (hifż an-nafs), dan 

harta (hifż al-māl). 

 

B. Saran 

 Setelah menelaah semua sumber mengenai kewenangan BPD di desa 

Kemangi yang sudah mengedepankan pelayanan bagi masyarakat, maka saran-saran 

yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Desa dan BPD di Desa Kemangi hendaknya lebih memperhatikan 

proyeksi dari potensi generasi muda, yang masih belum maksimal untuk 

mengeksplor kelebihan desa, lebih tepatnya pengembangan SDM, yang dapat 

dilakukan dengan cara pengenalan teknologi diera digital pada stuasi saat ini, 

sehingga masyarakat khususnya generasi muda dapat mengimplementasikan 
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bakat dan keterampilannya dengan tepat, guna pengembangan desa yang lebih 

baik dan menjadi pacuan bagi desa-desa sekitarnya. 

2. Masyarakat lebih meningkatkan solidaritasnya dalam ranah apapun dan terus 

menjaga kekompakan dalam satu suara, sehingga problem yang dirasakan 

masyarakat dapat terselesaikan dengan cepat dan tanggap. 

3. Masyarakat diharap tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan 

melakukan gotong royong dengan cara menjaga kebersihan fasilitas umum 

(jalan desa, gorong-gorong, pengolaan sampah, dll), dan masyarakat juga 

dapat membantu tugas aparatur desa dengan memonitoring setiap rancangan 

yang dibentuk, dan memahami setiap PerDes yang diterbitkan, karena 

masyarakat merupakan pengawal terbaik bagi pemimpinnya. 
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